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BAB IV 

ANALISIS TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  

3277 K/ Pdt/ 2000 MENGENAI TIDAK DIPENUHINYA JANJI KAWIN 

DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1  

TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 

 

A. Tidak dipenuhinya Janji Kawin Termasuk Perbuatan Melawan Hukum 

Perbuatan melawan hukum sendiri di Negeri Belanda telah mengalami 

perdebatan panjang diantara para sarjana mengenai pengertian onrechtmatige 

daad, karena memiliki peranan penting dalam bidang hukum perdata. Perbuatan 

melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata 

yang sama dengan Pasal 1401 BW Belanda, yang menyebutkan: 

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 

kerugian tersebut”. 

Dari pengertian perbuatan melawan hukum tersebut dapat disimpulkan 

unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, diantaranya: 

1. Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad); 

2. Harus ada kesalahan; 

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan; 

4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. 

 Dalam sejarahnya perbuatan melawan hukum sendiri mengalami 

perkembangan yaitu sebelum dan sesudah adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 
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1919. Sebelum tahun 1919 rumusan Hoge Raad mengenai perbuatan melawan 

hukum adalah: 

“Melawan hukum adalah sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif 

orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat 

sendiri.” 

 Menurut pengertian Hoge Raad sebelum 1919 ini dapat disimpukan bahwa 

perbuatan yang dilakukan tersebut harus melanggar hak subjektif orang lain atau 

bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri, yang telah diatur 

dalam undang-undang atau dengan perkataan lain bahwa melawan hukum 

ditafsirkan sebagai melawan undang-undang. Dengan adanya pengertian  ini maka 

pendirian Hoge Raad mengenai perbuatan melawan hukum diartikan dalam arti 

sempit, karena pandangan ini disebabkan pengaruh dari ajaran Legisme yang 

bependapat bahwa tidak ada hukum diluar undang-undang yang mengakibatkan 

orang tidak dapat memberikan penafsiran diluar kaidah-kaidah tertulis. 

 Perbuatan melawan hukum Hoge Raad ini hanya diartikan sebagai: suatu 

perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan 

kewajiban hukum pelaku perbuatan dan dalam hal ini harus mengindahkan hak 

dan kewajiban hukum legal. Akibat dari pengertian perbuatan melawan hukum 

Hoge Raad yang sempit tersebut pada kenyataannya banyak pihak yang menjadi 

dirugikan karena setiap kepentingan yang diajukan ke pengadilan tetapi diluar 

undang-undang tidak mendapat perlindungan dan menjadi tidak berdaya. 

 Namun kemudian pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit 

ini, diubah dengan suatu keyakinan baru yang sekalipun masih berdasarkan pada 
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pasal dan redaksi yang sama, tetapi telah disesuaikan dengan tuntutan jaman. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya “Standaard Arrest” dari Hoge Raad dalam perkara 

Cohen Vs. Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919 yang membuat pengertian 

perbuatan melawan hukum memiliki arti luas. 

Sehingga walaupun hingga saat ini belum adanya definisi yang dapat 

dikatakan positif berdasarkan undang-undang, tetapi semuanya diserahkan pada 

ilmu pengetahuan dan yurisprudensi tentang perbuatan melawan hukum. Menurut 

Arrest 1919 dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah 

berbuat atau tidak berbuat jika: 

1. Melanggar hak orang lain; atau 

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat; atau 

3. Bertentangan dengan kesusilaan; atau 

4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat 

terhadap diri atau barang orang lain. 

Maka dengan adanya Arrest dari Hoge Raad ini dapat pula menjadi salah 

satu patokan hakim dalam mengambil putusan dalam yurisprudensi di Indonesia, 

ketika suatu perkara masuk ke pengadilan dan belum ada satupun undang-undang 

yang mengatur tentang perkara tersebut, karena pada dasarnya pengadilan tidak 

boleh menolak suatu perkara yang masuk berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : 

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, 

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” 
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 Dalam hal pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara yang hukumnya 

tidak ada dan kurang jelas, berkaitan juga dengan penemuan hukum yaitu proses 

pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya untuk melaksanakan 

hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit, hal ini karena 

kehidupan masyarakat senantiasa bersifat dinamis dan selalu berkembang maka 

diperlukan suatu penemuan hukum karena hakim di Indonesia tidak semata-mata 

bersifat sebagai corong undang-undang tetapi harus menjamin keadilan yang 

dirasakan oleh masyarakat. 

 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri 

Bekasi, Bapak H. Ucu Jaya Sarjana Simatupang,  menjelaskan bahwa: 

“Pada prisipnya hakim di Indonesia bukanlah sebagai corong undang-undang, 

karena hakim di Indonesia senantiasa dituntut untuk bersifat progresif demi rasa 

keadilan yang dirasakan masyarakat. Sehingga ketika suatu perkara masuk ke 

pengadilan dan belum ada hukum yang jelas mengaturnya, maka hakim harus 

senantiasa menggali dengan penemuan hukum, karena pada dasarnya sumber 

hukum bukan saja undang-undang tetapi disamping itu sumber hukum lainnya 

adalah kebiasaan, putusan hakim atau yurisprudensi, traktat dan pendapat para 

sarjana (doktrin). Apalagi dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang beragam 

bersama dengan hukum adat yang hidup didalamnya, maka penemuan hukum 

senantiasa dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi demi 

terjaminnya tujuan hukum yaitu keadilan. Hukum adat sendiri di Indonesiapun 

masih memiliki peran penting untuk menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam 

putusan pengadilan. Demikian pula dengan Arrest Hoge Raad sebagai penemuan 
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hukum dalam bentuk yurisprudensi yang saat ini banyak dijadikan dasar untuk 

hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.”
197

 

 Dari penjelasan diatas jelas bahwa undang-undang bukanlah satu-satunya 

sumber hukum yang menjadi sumber pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan tetapi terdapat beberapa sumber hukum lain yang dapat digunakan 

sebagai bentuk penemuan hukum, karena penemuan hukum itu sendiri 

memerlukan penggalian dan penemuan oleh hakim dengan mencari informasi 

yang berkaitan dengan perkara yang diajukan, salah satunya dengan pertimbangan 

hukum adat yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat. 

Berkaitan dengan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, maka 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 mengenai tidak 

dipenuhinya janji kawin yang berpatokan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Nomor 3191 K/ Pdt/ 1987 yang pada keduanya membahas mengenai janji kawin 

yang pada dasarnya belum ada satupun penjelasan dalam undang-undang 

mengenai janji kawin ini dan penulis dalam hal ini mengenai tindakan janji kawin 

yang disimpulkan menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 

persetujuan antara dua pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan, yang 

masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk menikah (bersuami 

istri dengan resmi) dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini 

dilandasi oleh Arrest Hoge Raad 1919 karena tindakan ingkar janji telah 

melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang merupakan 

                                                             
197

WawancaradenganBapak Ucu Jaya Sanjaya Simatupang, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, 

Sabtu, 23 Januari 2016 
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perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada diri orang lain. 

Maka tidak dipenuhinya janji kawin ini hanyalah perbuatan biasa bukan 

merupakan perbuatan hukum dan pada dasarnya perbuatan melawan hukum 

timbul karena undang-undang bukan timbul dari perjanjian.  

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tidak 

dipenuhinya janji kawin dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung 

Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 mengenai tidak dipenuhinya janji kawin 

 UU Perkawinan merupakan undang-undang yang bersifat nasional yang 

berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia baik diluar negeri maupun didalam 

negeri. UU Perkawinan juga berlaku bagi semua pemeluk agama yang diakui di 

Indonesia. Setelah diberlakukannya UU Perkawinan, peraturan-peraturan yang 

ada dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur dalam UU Perkawinan 

tersebut. Namun pada kenyataannya dimasyarakat UU Perkawinan ini belum 

sepenuhnya menjamin segala praktek perkawinan di Indonesia. 

 Dalam kenyataannya janji kawin banyak muncul ditengah-tengah 

masyarakat terutama banyak dilakukan oleh kaum lelaki dan dalam kenyataannya 

banyak kaum lelaki ini tidak memenuhi janjinya sehingga menimbulkan beberapa 

kerugian yang dapat diterima oleh wanita. Janji kawin sendiri yang pada dasarnya 

belum memiliki pengertian secara jelas dan bagaimana pelaksanannya menurut 

hukum positif, terkecuali disinggung oleh Pasal 58 KUHPerdata yang 

menyebutkan bahwa:  
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“Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut di muka Hakim akan 

berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi 

dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan 

untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.” 

“Jika namun itu pemberitahuan kawin kepada pegawai catatan sipil telah diikuti 

dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan 

guna menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga berdasar atas kerugian-

kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-

barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain dan sementara itu tak boleh 

diperhitungkan soal kehilangan untung.” 

“Tuntutan ini berkadaluwarsa setelah lewat waktu selama delapan belas bulan, 

terhitung mulai pengumuman kawin.” 

 Dianggap belum cukup untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan 

janji kawin. Karena Pasal 58 KUHPerdata ini hanya bersifat represif atau 

pencegahan dan  belum menjelaskan mengenai janji kawin sepenuhnya secara 

jelas. Dari ketentuan Pasal 58 KUHPerdata juga dapat disimpulkan bahwa janji 

kawin hanyalah perbuatan biasa, bukan perbuatan hukum. Kemudian sebagaimana 

ketentuan dalam Pasal 66 UU Perkawinan yang menyebutkan: 

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan 

berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini 

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie 

Christen Indonesiers S. 1993 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling 

op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang 

mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, 

dinyatakan tidak berlaku.” 

 Dari ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan tersebut dapat disimpulkan jika 

UU Perkawinan belum mengatur hal-hal dalam undang-undang lain, maka 

undang-undang yang terdahulu masih berlaku. Begitu pula dengan ketentuan 

Pasal 58 KUHPerdata yang membahas mengenai janji kawin tidak menimbulkan 

hak guna menuntut di muka hakim dan menuntut ganti rugi. Sedangkan UU 

Perkawinan sendiri belum mengatur secara jelas mengenai janji kawin terkecuali 
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secara tersirat oleh bunyi Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan 

bahwa: 

”Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” 

 Kata persetujuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang merupakan 

syarat materiil dari perkawinan ini hanya menjelaskan secara tersirat dan belum 

menjelaskan bentuk perjanjian apa yang dimaksud, karena sama sekali tidak 

menyinggung mengenai janji kawin yang merupakan suatu janji yang 

menghasilkan persetujuan sebelum perkawinan dilangsungkan. 

 Disamping UU Perkawinan dan KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) pun hanya menjelaskan secara tersirat mengenai janji kawin melalui 

ketentuan yang menyinggung tentang peminangan dalam Bab III Pasal 11, 12 dan 

13 KHI. Berdasarkan Pasal 11 KHI menyatakan bahwa: 

“Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari 

pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.” 

Pasal 12 KHI menyebutkan bahwa: 

“(1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan 

atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya; 

(2) Wanita yang ditalak suami masih berada dalam masa iddah raj’iah, haram 

dan dilarang untuk dipinang; 

(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, 

selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari 

pihak wanita; 

(4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya 

hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah 

menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.” 

 

Pasal 13 KHI menyebutkan bahwa: 
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“(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas 

memutuskan hubungan peminangan; 

(2) Kebebasan pemutusan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara  

yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga 

tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.” 

 

 Kata peminangan yang dipakai dalam KHI merupakan istilah dari hukum 

adat atau secara ilmu fiqih disebut “khitbah” sehingga walaupun isi dari Pasal 11, 

12, 13 KHI lebih banyak menyinggung maksud dari janji kawin, tetapi belum 

memiliki istilah yang sama untuk memaknai janji kawin yang dimaksud antara 

UU Perkawinan, KUHPerdata dan KHI padahal dalam prakteknya janji kawin ini 

banyak terjadi dan sudah banyak pihak yang dirugikan. Hal ini berkaitan dengan 

adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 mengenai tidak 

dipenuhinya janji kawin. 

 Janji kawin sendiri pada dasarnya berbeda dengan perjanjian kawin, 

karena perjanjian kawin telah diatur dalam diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan. 

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh calon suami atau 

istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan pernikahan, 

sedangkan janji kawin secara definisipun bahkan belum diatur oleh hukum positif 

khususnya UU Perkawinan yang bersifat nasional. Maka dari itu penulis 

berpendapat bahwa pengaturan janji kawin ini perlu diatur secara jelas oleh 

undang-undang terutama mengenai definisi apa yang dimaksud dengan janji 

kawin agar dalam prakteknya masyarakat mengenal apa yang dimaksud dengan 

janji kawin, karena tidak dipenuhinya janji kawin ini sudah banyak terjadi dan 

merugikan salah satu pihak khususnya wanita. Walaupun telah ada Yurisprudensi 

Mahkamah Agung Nomor 3181 K/ Pdt/ 1987 mengenai tidak dipenuhinya janji 
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kawin yang menjadi salah satu Yurisprudensi mengenai janji kawin, tetapi definisi 

mengenai janji kawin sendiri dirasa perlu dijelaskan undang-undang agar tidak 

ada multitafsir tentang janji kawin dan keseragaman pemahaman mengenai janji 

kawin itu sendiri. 

Disamping itu walaupun tidakada satupun pasal dalam pertimbangan 

hakim dalam Yurisprudensi terutama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 

3191 K/ Pdt/ 1984 yang dalam pertimbangannya hanya menyatakan telah terbukti 

melanggar hukum yang perbuatannya bertentangan dengan kesusilaan sebagai 

norma moral yang diakui dalam kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan 

norma kepatutan masyarakat, bertentangan dengan filsafat Pancasila sila kedua 

kemanusiaan yang adil dan beradab, telah melanggar hak subjektif orang lain, 

menjatuhkan kehormatan dan nama baik, tidak menepati janji–janjinya yang 

menimbulkan kerugian materil dan imateriil.  Putusan Mahkamah Agung Nomor 

3191 K/ Pdt/ 1984 ini dapat menjadi landasan Yurisprudensi sebagai salah satu 

sumber hukum, karena telah dilakukan penemuan hukum melalui penggalian 

hukum oleh hakim. Sehingga Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/ Pdt/ 

1984 dapat menjadi Yurisprudensi untuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277 

K/ Pdt/ 2000. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri 

Bekasi, Bapak H. Ucu Jaya Sarjana Simatupang, yang menguatkan pendapat 

penulis bahwa: 
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“Mengenai janji kawin yang secara hukum positif belum diatur pengertian dan 

pengaturannya namun pada praktek dimasyarakat banyak terjadi maka hakim 

wajib berupaya menggali, mencari dasar hukum melalui penemuan hukum untuk 

menghendaki rasa keadilan masyarakat dan untuk menghindari serta mencegah 

dilakukannya perbuatan yang sama dikemudian hari dan putusannya tersebut 

dapat dijadikan yurisprudensi untuk perbuatan yang sama. Sehingga ketika ada 

perkara yang sama diajukan ke pengadilan maka yurisprudensi yang terdahulu 

dapat digunakan.”
198

 

 Maka dengan tidak dipenuhinya suatu janji kawin, meskipun secara 

pengertian dan penjelasannya belum diatur undang-undang, hakim akan 

senantiasa melakukan penemuan hukum dengan menggali, mencari dasar hukum 

hingga tidak dipenuhinya janji kawin tersebut dikatakan sebagai perbuatan 

melawan hukum dan putusan pengadilannya tersebut menjadi yurisprudensi demi 

rasa keadilan dimasyakat. Sehingga dalam memutus perkara dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 3277 K/ Pdt/ 2000 sendiri pada dasarnya setelah hakim 

melakukan penemuan hukum, hakim berkesimpulan bahwa tidak dipenuhinya 

janji kawin telah sesuai jika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum 

yang berlandaskan pada Arrest Hoge Raad 1919 yang diperluas pengertiannya, 

dalam hal ini dengan tidak dipenuhinya janji kawin pada dasarnya telah 

melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat dan 

bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat 

terhadap diri atau barang orang lain. 

                                                             
198 Ibid 
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